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PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLATIRAGA KABUPATEN SIKKA
* ' Nomor:; b LS PO Y
TENTAN(:
FZIN PENYELENGGARAAN
POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI { POS PAUD ) IHI GETE BEKOR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLATIRAGA KABUPATEN SHKKA,
Menimbang : bahwa Pendidikan Anak Usia Dini i PAUD ) sebagaimana termuat dalam
Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan
Dasar Pencapaian Bagi Keberhasilan Pendidilan Pemula;
. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapal diakses oleh masyarzkat melalui
E’c-ml;t}rr!nk.:m Lembaga 'os Paud:
C bahwa dengan berdasarkan veritikasi vang telah dilakukan maka Pos Paud
[ Pasyandu ) atas nama Pos Paud 1hi Gete Bekor telah memenuhi syarat dan

dapat diberikan 1zin Operasional:

el bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana tersebut pada hurufa, b dan ¢,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Pos Paud

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dins ( Pos Paud );
Mengingat co Lo Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah
Tingkat I dalam wilayah Daeral Fingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tengpara Timur (Lembaran Megara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

ki Lembaran Negara Nomor 1655):

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Sl

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Ta_rnhahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3886];

| Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomar 109, Tambahan
Lembiran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

- Undang - Undang Nomor 20 Tahan 2003 tentang Sistem Pendidikan Masional

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 71, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonests Nomor 430
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Undang - Undang Nomer 32 Tatun 2004 tentang Pemerimtahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
v serapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nemor 32 Tabun 2004 tentang
femerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4484);
lndang -~ Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentanp Pelayanan  Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Hndang - Undang Nomor 36 Tahun 200% tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembanpunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namaor 50807;

Undang — Undang Nomor 12 Tahon 2001 tentang Pembentukan Peraturan
Pcrr'nhti:mgg - Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomaor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5234),
Peraturan Pemerintabh Nomor 19 Tabun 2005 tentanp Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintab, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20067 .

Momor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Momor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahur 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomaor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863 );

Permturan Pemerintah Nomor 48 Tahan 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Megara Republile Indonesia Tahun 2008 Nf}mﬂr‘ 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambaban lLembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4941 );




18.

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketipan

Keempat

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Péngelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
T un 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomar il 57,
‘Tambahan Lembaran Negara Republiic Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor Zd.

Tambahan Lembaran kabupaten Sikks Nomaor 35);

MEMUTHSKAN :

Memberikan ljin Operasional Penyelenggaraan Kepada:
- S La)

Nama Lembaga : Pos Paud Ihi Gete Bekor
Alamat . Rohe

i'}n.;'z],f Kelurahan : lmauta

Kecamatan :  Bola

Kabupaten . Sildlka

Pemimpin/ Penanggungiowah ¢ Wepala Desa Umauta
Peyelenpgara 1 Waldetrudis Gidu

Pemegang 1zin Operasional sehagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu
moempunyil tugas
L. menyelenggaralan  kegiatan  Pos Paud Pendidikan Anak Usia Dini

{ POS PAUD ) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

Do

membuat laporan berkala setiap 2 ( Dua) bulan sekali berdasarkan model
vang ditetaplaan; dan
4. laporan berkala tentang kegiatan Paud sebagaimana dimaksud dalam poin

£ wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

lzin Operasional Pcnj,rc}ut‘agﬁarn;m Pos Paud Pendidikan Anak Usia  Dini

( POS PAUD ) Thi Gete Bekor tersebut berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung

sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;

Satu bulan sebelum izin operasional ini herakhir pemepang izin operasional
i

wajib menyampaikan ke Dinas PO dengan membawa serta laporan akhir

tentang perkembangan IMOS PALID:




Kelima :  Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 2% Tefoan pon

Licenala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1 o ;".i BERNARDUS RATU
Wiz TK 1
9630622 199203 1 010

A

Tembusan: .

1, Kepala dinas PPO prop. NTT CQ .Kabag Bina PLS Frop MNTT di kupang,
2. Kepala Desaf Lurah setempat.

3. Camat Bola

4. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Bola




‘m PUSAT DATA & STATISTIKPENDIDIKAN | . |
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PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

i 11

i. Yang mengajukan
s Nama kepatasekotat [yl 4[L [ B [~efal D[ 1 Ts] felalofaf T 1 1 1 |

B. Identitas Sekolah

3. Nama Sekolah 1P D[Sl?lﬁ,lu »] l 'HI'.l GlE|T E[ [BiEH{. OB
b. Alamat RlolHIE ;

e Stk [ ] oma [} soma [ ]smemers [ ] smamearsuax || si8

d. Status Sekolah D"EEE" ES""““

e. Propinsi E}{iu;g_!ﬂ;l"{] Eiﬁil&l&lﬁ.lﬁ-!ég iﬂl%muiﬂl [ l.__l
f. Kabupaten/Kota Zgllikjk_,q K A uIHlEIh—E { ] I |

g- Kecamatan ARlCILV A I| l _l

h. Kelucahan fulmalulT]a . J IENE
— SESE NEE 1]

M. Legalitas Sekolah

2 Mo SK/izin Pendirian Sekolah :! |JI
A — AEIELNEEEE
c. Nn.ﬂﬁf@ummdwah:z{!giq k!f|?l?|ﬁlfl£iﬂi[i5l I |

e Dinas Pendidikan,

."' i+ Scda

Keterangan -

1. Harap melengkagi dan menandatangani foomudir ini,

2. Fermulir disersbian epeds Dperator Dnes Penddifian Labupateniilots mteampal
3. Malampirkzn Foto Copy Saral Eeter s Pendrian Seiolah & Operesionsd Sekolabh,
4 Pamsian Anda menecres TETRE TANIDN BURT) Pengsas PSR Boro

5 Ekamengaiam kendsls, Harp sengindbong Pusat Pelayanen Emal - pdpS et go.5d
6 Daksen penmicon formeln, Anda befah mespetsgs ketentuan byanan yang berkdo:




